
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU-BUKU 

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Prenada Media, 

Jakarta,  2016. 

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 

Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004 

_______________________, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 

 Revisi, Cetakan Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. 

A. Hamid S. Attamimi, Pengantar Ilmu Hukum, Pradaya Paramita, 

Jakarta,  1975. 

Bagus Irawan, Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan 

Asuransi,  Bandung, P.T. Alumni, Bandung, 2007. 

Elizabeth Warren, Jay Lawrence Westbrook, The Law of Debtor and 

Creditors,  Text Cases and Problems, Penerbit Little Brown & 

Company, Boston,  1991. 

Elyas Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, 

 Jakarta,2018. 

G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, 

Erlangga,1991. 

Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi 

 Hukum Pengaturan Notaris, Nomor 28, Tahun III 2005. 

__________, Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 

Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT Reflika Aditama, 

2008. 

__________, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata Terhadap Notaris 

 Sebagai Pejabat Publik, Bandung, P.T Refika Aditama, 2008. 

__________, Hukum Notaris Indonesia Cetakan Keempat, Refika 

Aditama, Bandung, 2014. 

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang 

 Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1978. 



 

 

H.R Otje Salman. S dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, 

 Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, 

 Bandung, 2004. 

J.B Huzink, Insolventie, Penerjemah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 

 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 

Bandung,  2002. 

Lorika Cahaya Intan, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap 

Pembuatan  Akta Notarill, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.7. Nomor 2 

Desember  2019.  

Louise E. Levinthal, The Early History of Bankruptcy Law, New 

 York:Foundation Press, 1999. 

Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA 

partisipatif,  Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. 

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

 Pembayaran Utang, Bandung, 2010. 

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di 

 Peradilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008. 

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2009. 

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, 

 Bandung, 2002. 

N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di 

 Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris 

Menurut  Sistem Hukum Indonesia), Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 

 10.34.III,  2006. 

Nindyo Pramono, Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila, Andi 

Offset, Yogyakarta, 2017. 

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media 

 Group, Jakarta, 2009. 



 

 

____________________, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 

Grup,  Jakarta, 2007. 

Richard Burto Simatupang, Aspek Hulum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, 

2003. 

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

 2008. 

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu 

Penjelasan,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Intermesa, Jakarta, 1995, hlm. 

28. 

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 

 1989. 

Soejono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka 

 Pembangunan Di Indonesia, cetarakan keempat, Universitas 

Indonesia,  Jakarta, 1999. 

Soerjono Sokeanto dan Sri ammudji, Penelitian Hukum Normative, Raja 

 grafindo persada, jakarta, 2002. 

Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, 

 Yogyakarta, Liberty, 1986. 

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan 

Akta,  Mandar Maju, Bandung, 2011. 

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Adma Pusaka, Yogyakarta, 

 2012. 

Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Prenadamedia 

Group,  Jakarta, 2018 

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissement-

 Verordening Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Pustaka Utama 

 Grafiti, Jakarta. 

____________________, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-

Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban  Pembayaran Utang, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 



 

 

____________________, Sejarah dan Teori Hukum Kepailitan 

Memahami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Prenada Media, 2016. 

Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012. 

Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta : 

Ichtiar  Baru Van Hoeve. Cetakan Pertama, 2007. 

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang 

 Baik,  Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, 

Randra   Grafindo Persada, Jakarta, 2009. 

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

 Utang, Jakarta, Raja Grafindo, 2002. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, 

 Tambahan Berita Negara Nomor 4432 Tentang Jabatan Notaris 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. 

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa 

Ikatan  Notaris Indonesia,  27 Januari 2005. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.02.PR.08.10  Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian  Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja 

dan Tata Cara Pemeriksaan  Pengawas Notaris. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

 Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organiasi, Tata Cra 

 Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Tata Cara 

 Pemeriksaan Pengawas Notaris. 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor: M.39-

 PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Majelasin  Pengawasan Notaris. 

 



 

 

C. JURNAL 

Fenny Sandra Lisa, Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang 

 Dinyatakan Dalam Proses Pailit, Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan  Vol. 7 No 2, 2018. 

Fikri, Penerapan Asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, Jurnal 

Al- Ihkam, Vol.12 No.1 Juni 2017. 

Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan 

Kembali  Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, 

Jurnal Magister  Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2015 

Ryan Sanjaya, Etty Susilowati, Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di 

 Indonesia, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5 No 4, 2016 

Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis 

 Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Yogyakarta, FH 

UII  Press, 2016. 

Yanti Jacline Jennier Tobing, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris 

 Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, Jurnal Media 

 Hukum, 2010. 

 

 

D. SITUS 

http://rohanskasim.blogspot.co.id/2013/03/para-pihak-dalam-

kepailitan.html. 

www.hukumonline.com  

 

E. LAIN-LAIN 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: 

Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. 

 

http://rohanskasim.blogspot.co.id/2013/03/para-pihak-dalam-kepailitan.html
http://rohanskasim.blogspot.co.id/2013/03/para-pihak-dalam-kepailitan.html
http://www.hukumonline.com/

